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Prinsip non-punishment merupakan prinsip yang mengandung ketentuan bahwa korban perdagangan orang
tidak dipidana ketika mereka melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku perdagangan orang. Di
Indonesia, terdapat masalah dalam penerapan prinsip tersebut, terutama dalam tindak pidana yang berkaitan
dengan kejahatan narkotika. Dengan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini membahas 2 (dua)
pokok permasalahan, antaralain: 1) pengaturan prinsip non-punishment dalam perlindungan korban
perdagangan orang, dan 2) implementasi prinsip tersebut berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Prinsip non-punishment diatur
dalam Pasal 18 UU PTPPO, di mana keberlakuannya memiliki keterkaitan dengan bentuk penyertaan doen
plegen, daya paksa (overmacht), dan dasar penghapus pidana. Pengaturan dan penerapan prinsip non-
punishment dalam hukum pidana di Indonesia masih memiliki berbagai ketidakpastian. Mulai dari kaitannya
dengan dasar penghapus pidana, kriteria paksaan yang perlu dipenuhi, hinggatidak adanya preseden
dikabulkannya prinsip non-punishment sebagai dasar penghapus pidana. Oleh karenaitu, diperlukan
pedoman tentang keberlakuan yang disertai penjelasan komprehensif mengenai prinsip tersebut dalam
kerangka hukum tindak pidana perdagangan orang. Pedoman tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan
mengebangkan peran aktif APH, terutama hakim, untuk menggali fakta-fakta hukum dan nilai-nilai yang
ada, serta menindaklanjuti pembuktian terhadap pembelaan dengan dasar prinsip non-punishment.

...... The principle of non-punishment is a principle that stipulates that victims of trafficking are not punished
when they commit criminal offenses because they are forced by traffickers. In Indonesia, there are problems
in the application of this principle, especialy in criminal offenses related to narcotics crimes. Using
normative juridical research method, this research discusses 2 (two) main issues, among others: 1) the
regulation of the principle of non-punishment in the protection of victims of human trafficking, and 2) the
implementation of the principle based on Article 18 of Law No. 21/2007. The principle of non-punishment
isregulated in Article 18 of Law No. 21/2007, where its applicability is related to doen plegen, overmacht,
and the basis for criminal expungement. The regulation and application of the principle of non-punishment
in criminal law in Indonesia still has various uncertainties. Therefore, there is aneed for guidelines on the
applicability and comprehensive explanation of the principle in the legal framework of human trafficking
crimes. These guidelines are expected to increase and develop the active role of law enforcement officers,
especially judges, to explore legal facts and values, as well as to ensure that the principle of non-punishment
isapplied.
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